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KATA PENGANTAR‘

Di era globalisasi sekarang ini, modus kecurangan dalam perusahaan juga semakin canggih dan

berkembang pesat. Para pelaku bisnis juga telah berusaha merumuskan tata cara pencegahan
terjadinya kecurangan dalam perusahaan mereka.

Untuk itu seluruh organ pemerintah dan swasta senantiasa bersama-sama menyusun suatu
metode atau cara untuk mencegah tindak kejahatan tersebut. Salah satu cara pencegahan
tersebut adalah dengan menyusun suatu pedoman yang disebut Pengendalian Gratifikasi.

Di dalam pedoman ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan Gratifikasi. Di antaranya
mengenai ketentuan Gratifikasi, klasifikasi Gratifikasi serta implementasi kebijakan Gratifikasi.

Terdapat pula Peraturan Perundang-udangan Negara Republik Indonesia tentang Tindak Pidana
Korupsi.

Pada akhirnya Pengendalian Gratifikasi ini merupakan pedoman bagi Manajemen PT Kawasan
Industri Makassar (Persero) untuk menjalankan fungsi dan peran jabatan sesuai dengan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Makassar, 10 Juni 2015

/ ﬁ/ABDUL MuIs {,

Direktur Utama

PT KIMA (Persero) Pengendalian Gratifikasi



T I (e

DAFTAR ISI

Pengantar Direktur Utama
Daftar Isi
.. PENDAHULUAN
1.1 Tujuan
1.2 Batasan
1.3 Pengertian
1.4 Referensi
Il KETENTUAN GRATIFIKASI
2.1 Prinsip Dasar
1. Penolakan Gratifikasi
2. Pemberian Gratifikasi
3. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
2.2 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan
Negara Republik Indonesia
1. Pasal 12 B
2. Pasal 12 C
L. KLASIFIKASI GRATIFIKASI
3.1 Gratifikasi Yang Dianggap Suap
3.2 Gratifikasi Dalam Kedinasan
3.3 Bukan Gratifikasi
3.4 Batasan Penerimaan, Pemberian dan Pemberian Atas Permintaan Dari Pihak Lain
1. Batasan Penerimaan Gratifikasi
2. Batasan Pemberian Gratifikasi
3. Batasan Atas Pemberian Yang Berdasarkan Permintaan Pihak Lain
4. Batasan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi Lainnya
v. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI
4.1 Implementasi
4.2 Sanksi Atas Pelanggaran

PT KIMA (Persero) | Pengendalian Gratifikasi



JIGITTIgIoaiIiyrrrrrrrareerrreoys

BABI
Pendahuluan

Pengendalian Gratifikasi adalah Kebijakan Perusahaan yang dibuat untuk
menjaga reputasi perusahaan sebagai sebuah BUMN, yang mendasarkan setiap
tindakan dan keputusannya kepada pertimbangan profesional yang taat hukum.

Satu hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah
pemberian dan permintaan Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Ketentuan Gratifikasi dalam peraturan perundang - undangan Negara Republik
Indonesia tercantum pada Pasal 12 B ayat 1 UU no 20 tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang menyatakan bahwa : ” setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan
Jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya “.

Pada Penjelasan pasal 2 ayat 7 UU no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Termasuk dalam
penyelenggara negara adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan di atas, maka dalam
menjalankan kegiatan perusahaan sehari - hari, Insan Kima beresiko dikenai tuduhan
tindak pidana suap. Untuk itu dianggap perlu dibuat suatu Pedoman Pengendalian
Gratifikasi sebagai upaya untuk mencegah dan melindungi Insan Kima. Dalam
pelaksanaannya dibentuklah Tim Pengendali Gratifikasi Kima (TPG Kima). Sebuah tim
yang berada di bawah pengelolaan SPI, yang bertugas dan mempunyai tanggung
Jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan Gratifikasi di Kima.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman pengendalian Gratifikasi ini terutama untuk
memberikan arah dan acuan bagi Insan Kima mengenai pentingnya kepatuhan
untuk melaporkan Gratifikasi bagi perlindungan dari kemungkinan dikenai
tuduhan tindak pidana suap. Dengan adanya kesadaran individu itu
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diharapkan pada gilirannya dapat membentuk lingkungan yang terkendali

dalam penanganan Gratifikasi sehingga prinsip - prinsip keterbukaan dan
akuntabilitas dapat terlaksana.

Batasan
Batasan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini adalah mengenai Gratifikasi,

penolakan, penerimaan, pemberian hadiah dan hiburan, tindakan Gratifikasi
serta batasan penerimaan, pemberian atas permintaan pihak lain.

Pengertian

Istilah - istilah yang ada dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini didefinisikan
sebagai berikut :

1.

10.
11

Atasan Langsung adalah pemimpin langsung Insan Kima yang bersangkutan
sesuai struktur organisasi Kima, dari level Kepala Divisi hingga Direktur/
Komisaris Utama sesuai jabatan pelapor.

Code of Conduct Kima adalah pedoman yang mengatur etika usaha dan etika
kerja Insan Kima dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik.

Compliance adalah fungsi di bawah Corporate Secretary Kima yang bertugas
untuk melaksanakan pengembangan dan penerapan prinsip GCG di lingkungan
Kima.

Good Corporate Governance adalah prinsip - prinsip yang mendasari
mekanisme tata kelola perusahaan yang baik berlandaskan hukum dan etika
berusaha.

Gratifikasi adalah pemberian dan penerimaan yang meliputi hadiah maupun
hiburan.

Hadiah adalah setiap bentuk pemberian dan penerimaan ataupun permintaan
dalam bentuk uang, barang, discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma - Cuma dan
fasilitas lainnya.

Hiburan adalah segala yang berbentuk kata, tempat, benda dan perilaku yang
berdasarkan logika kewajaran bersifat menghibur dan menyenangkan hati.

Insan Kima adalah Komisaris beserta perangkatnya (Sekretariat, Komite
Komisaris), Direksi dan Karyawan PT Kawasan Industri Makassar (Persero).
Karyawan adalah pekerja PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
Kima adalah PT Kawasan Industri Makassar (Persero).
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitoring,
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran
serta masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.
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12,
13.
14.
15,

16.

17

18.

19.

20.

21.

Pemberi adalah Insan Kima dan atau pihak lain yang memberikan Gratifikasi.
Peminta adalah Insan Kima dan atau pihak lain yang meminta Gratifikasi.

Penerima adalah Insan Kima dan atau pihak lain yang menerima Gratifikasi.
Penyelenggara Negara, termasuk dalam kategori penyelenggara negara adalah
Direksi, Komisaris dan pejabat struktural pada Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah.

Pihak Lain adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki atau tidak

memiliki hubungan bisnis dengan Kima.

Pimpinan Tertinggi setempat adalah pejabat setingkat Vice President, Kepala Divisi,
Direktur Utama sampai dengan Dewan Komisaris sesuai dengan jabatan Pelapor.
Suap adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi
sesuatu  kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan
atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Tim Pengendali Gratifikasi Kima /TPG adalah unit yang berada di bawah

pengelolaan SPI, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam implementasi

dan pengendalian Gratifikasi di Kima.

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah tindak pidana yang dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Wajib lapor Gratifikasi adalah Insan Kima.

Referensi

PTK

1. Undang - Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. Undang - Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

3. Undang - Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK)

4. Undang - Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diamandemen
berdasarkan Undang - Undang nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Undang - Undang nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

6. Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN),
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7. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Kima.

BAB II
Ketentuan Gratifikasi

Prinsip Dasar

"

Penolakan Gratifikasi

Insan Kima Wajib Menolak apabila ditawari dan atau diberikan
hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) secara sopan serta
melaporkannya kepada Tim Pengendali Gratifikasi (TPG) Kima.

Diharapkan Insan Kima dapat memberikan penjelasan mengenai Pedoman
Pengendalian Gratifikasi ini kepada pihak yang menawarkan/memberikan
Gratifikasi. Insan Kima yang bersangkutan juga dapat meminta kepada TPG
Kima untuk membantu menjelaskan mengenai Pedoman ini sebagai bentuk
sosialisasi kepada pihak yang menawarkan/memberikan Gratifikasi.

Insan Kima dilarang untuk :

1. Menerima apapun dari pihak lain yang bersifat menyimpang dari
ketentuan peraturan Undang - Undang dan Peraturan Perusahaan yang
berlaku,

2. Bersikap diskriminatif dan tidak adi| untuk memenangkan penyedia
barangfjasa dan atau rekanan/mitra kerja dengan maksud untuk

menerima imbalan jasa dari pihak dimaksud untuk dinikmati secara
sendiri atau bersama dengan Insan Kima lainnya.

Pemberian Gratifilcasi

Insan Kima dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pihak Lain, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Insan Kima dilarang untuk :

L. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan Gratifikasi kepada pihak lain yang
tidak sesuai dengan pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
2. Memberikan sesuatu kepada pihak lain, termasuk pada mitra kerja, penyedia

barang dan jasa yang tidak sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ini.
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3. Memberikan sesuatu kepada sesama Insan Kima yang tidak sesuai dengan
Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.

4. Memberikan sesuatu kepada sesama Insan KIma atau pihak lain yang

merupakan asset/harta/fasilitas milik perusahaan tanpa
terdokumentasikan dan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

3. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan dij luar
batasan yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan PT. Kawasan Industri
Makassar (Persero) wajib melaporkan hal tersebut melalui:

a. Atasan Langsung

Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan oleh Insan PT Kawasan
Industri  Makassar (Persero) yang menerima Hadiah/Cinderamata
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan,
dengan menyampaikan form penerimaan Hadiah/ Cinderamata
dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam LampiranIdanIL.

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing System

c. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing
System dilakukan apabila pelapor adalah Insan PT Kawasan Industri
Makassar (Persero) atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan
Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun
mengetahui Gratifikasi di Perusahaan yang memiliki potensi untuk
terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelapor melalui system
pelaporan Pelanggaran/Whistle Blowing System dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan
Pelanggaran  /  Whistle Blowing  System  di  Perusahaan.

Sarana Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) :

" NoTelepon: 0411 - 510158

" No Fax:0411 - 510098 up : Tim WBS Kima
= Email : ptkima_makassar.co.id

® Kotak - kotak pelaporan yang ditempatkan di tempat - tempat
strategis di lingkungan PT Kawasan Industri Makassar (Persero)

PT KIMA (Persero) Pengendalian Gratifikasi
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Per Undang -
Undangan Negara Republik Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang - Undang nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana korupsi yang telah

diamandemen berdasarkan Undang - undang nomor 20 tahun 2001, pasal yang
terkait Gratifikasi adalah :

Pasal 12 B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan Jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan pembuktian sebagai berikut :

1. Yang nilainya lebih dari Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi.

2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12 C

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat 1 tidak berlaku, jika
penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan
oleh penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan
Gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara.

4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 2 dan penentuan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat 3 diatur dalam Undang - Undang tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

PT KIMA (Persero) | Pengendalian Gratifikasi 8
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Klasifikasi Gratifikasj

- Gratifikasi yang dianggap suap

Adalah pemberian yang diberikan kepada Insan Kima yang dilakukan secara
berlawanan dengan kewajiban dan tugas dari Insan Kima yang bersangkutan,

Pemberian Gratifikasi yang dianggap suap ini diberikan sehubungan dengan
jabatan dan statusnya sebagai Insan Kima.

Kriteria Gratifikasi yang dianggap suap, antara lain termasuk :

B Uang atau setara uang yang diberikan kepada Insan Kima sebagai
Ucapan terima kasih dari pihak lain, sehubungan dengan telah
terpilihnya atau telah selesainya suatu pekerjaan atau kegiatan lainnya
dalam rangka pelaksanaan tugas dan jabatan Insan Kima yang
bersangkutan,

B Pemberian tidak resmi dalam bentuk uang atau setara uang sebagai
tanda terima kasih yang diterima Insan Kima dari pihak lain terkait
dengan proses pemeriksaan  kelayakan pekerjaan atau proses
persetujuan atau pemantauan atas pekerjaan pihak lain tersebut.

M Pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain sehubungan dengan
kenaikan pangkat dan Jabatan baru Insan Kima yang biasanya dilakukan
sebagai tanda perkenalan,

B Pinjaman dari Bank atay lembaga keuangan lainnya yang diterima
karena hubungan pribadi, jabatan dan kewenangan dari Insan Kima yang
bersangkutan  dan  tidak berlaku  bagi masyarakat  umum.

B Kesempatan atau keuntungan termasuk jumlah/prosentase bunga
khusus atau diskon komersial yang diterima Insan Kima karena
hubungan pribadi atay jabatan dan tidak berlaky bagi masyarakat
umum,

B Makanan, minuman dan hiburan yang diberikan secara khusus,
dikarenakan jabatan atau kewenangan Insan Kima yang bersangkutan,
yang dilakukan di luar dan tidak berhubungan dengan tugas kedinasan.

B Pemberian fasilitas transportasi, akomodasi, uang atau setara uang
sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Kima yang
bersangkutan di perusahaan pihak lain, yang dilakukan berdasarkan
pada penunjukan langsung atau undangan dari pihak lain tersebut.

M Pemberian hiburan, paket wisata, voucher, yang dilakukan terkait

dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Kima di perusahaan

pihak lain, yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan
maksud penugasan Insan Kima tersebut

PT KIMA (Persero) | Pengendalian Gratifikasi
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B Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada
Insan Kima oleh Pihak lain pada saat melakukan check on the spot
dan/atau factory visit untuk proses pemeriksaan tempat domisili kerja
Pihak lain oleh tim yang ditugaskan oleh Kima.

i Akomodasi, fasilitas, perlengkapan dan/atau voucher termasuk dan
namun tidak terbatas pada tiket pesawat, voucher hotel, olahraga,
voucher hiburan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan
kewajiban Insan Kima di perusahaan Pihak lain yang tidak relevan/tidak
berhubungan dengan maksud Penugasan Insan Kima tersebut.

B Pemberian fasilitas biaya pengobatan gratis pada saat Insan Kima yang
bersangkutan berobat ke salah satu rumah sakit yang oleh Pihak lain
yang dilakukan pada saat pelaksanaan tugas dan kewajiban
penugasannya,

M Pemberian kepada Insan Kima, sehubungan dengan suatu perayaan,
termasuk namun tidak terbatas pada perayaan ulang tahun,
pernikahan, dan kelulusan dari Pihak lain nilai materilnya dalam mata
uang Rupiah melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari masing-
masing Pihak lain.

M Pemberian fasilitas berupa jasa boga/catering dari Pihak lain pada saat
Insan Kima yang bersangkutan menggelar perayaan, termasuk namun
tidak terbatas pada perayaan pernikahan, ulang tahun dan kelulusan,

Ml Pemberian parsel dalam bentuk apapun kepada Insan Kima dari Pihak
lain sehubungan dengan perayaan hari raya keagamaan.

Setiap Gratifikasi yang menurut Pedoman ini dianggap sebagai suap harus

DITOLAK, kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan
Kima yang bersangkutan untuk menolaknya.

Yang termasuk dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak
adalah sebagai berikut:

a. Jika Insan Kima tersebut tidak mengetahui pelaksanaan pemberiannya,
waktu dan lokasi diberikannya Gratifikasi, serta tidak mengetahui
identitas dan alamat Pemberi,
Jika menurut pertimbangan logika yang wajar pada umumnya, tindakan
penolakan dapat menyebabkan terganggunya hubungan baik antara Kima
dengan Pemberi, di mana pemberian tersebut bukan dalam bentuk uang
dan/atau setara uang dan/atau surat berharga yang nilainya tidak
melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari masing-masing Pemberi.

PT KIMA (Persero) Pengendalian Gratifikasi



JTTTTTTTrTTrrTTTL

JITTri]

2. Gratifikasi Dalam Kedinasan

Adalah pemberian Gratifikasi kepada Insan Kima dalam pelaksanaan

kedinasan yang ditugaskan kepadanya sebagai Wakil Perusahaan.

1) Beberapa contoh Gratifikasi dalam kedinasan antara lain termasuk
namun tidak terbatas pada:

a. Fasilitas dalam bentuk apapun, termasuk tapi tidak terbatas pada
Jjamuan makan, transportasi dan akomodasi baik dalam bentuk uang
dan/atau setara uang, yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan
tugas dari Insan Len yang bersangkutan di Perusahaan Pihak lain
dimana Insan Kima tersebut ditugaskan berdasarkan penunjukan dan
penugasan resmi dari Perusahaan,

b. Plakat, vandal, goodybag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya,
pelatihan, dimana keikutsertaan Insan Kima yang bersangkutan dalam
kegiatan tersebut didasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi
Perusahaan.

C. Jamuan makan, akomodasi dan fasilitas lainnya yang diterima Insan
Kima dari Pihak Ilain pada saat melakukan kegiatan kedinasan
termasuk namun tidak terbatas pada seminar, kongres, symposium
dan rapat kerja.

d. Setiap pemberian dalam bentuk apapun yang diterima sebagai
hadiah/reward pada kegiatan kontes/kompetisi terbuka yang
dilakukan dalam tugas kedinasan,

e. Diskon dan/atau fasilitas yang berlaku khusus bagi Insan Kima, yang
diberikan oleh badan usaha seperti rumah makan, hotel, jasa
transportasi (contohnya: tiket pesawat) dalam rangka pelaksanaan
tugas kedinasan yang dinikmati oleh Insan Kima yang bersangkutan,

f. Makanan dan Minuman, baik yang diberikan maupun yang diterima,
yang berasal dari sesama Insan Kima dalam pelaksanaan tugas
kedinasan yang menurut pemikiran logika pada umumnya bersifat
tidak wajar dan/atau berlebihan,

g. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak
terbatas pada cek atau voucher yang diberikan oleh Pihak lain
kepada Insan Kima karena telah menjadi pemateri dalam salah satu
acara/event dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

h.  Uang dan/atau setara uang sebagai pengganti biaya transportasi

yang diberikan oleh Pihak lain kepada Insan Kima dalam pelaksanaan
tugas kedinasaan.

2) Perlakuan
Perlakuan atas Gratifikasi dalam kedinasan ini adalah sebagai berikut:
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a. Setiap pemberian Gratifikasi dalam kedinasan berupa uang dan/atau
setara uang WAJIB DITOLAK.

b.  Pemberian Gratifikasi dalam kedinasan yang tidak berupa uang
dan/atau setara uang yang nilainya tidak melebihi Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dan bukan termasuk dalam kategori Gratifikasi
yang dianggap suap, DAPAT DIT ERIMA,

C. Setiap tindakan Gratifikasi dalam kedinasan WAJIB DILAPORKAN,

3. Bukan Gratifikasj

Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan Kima berdasarkan

perjanjian yang sah atau karena Insan Kima yang bersangkutan meraih
prestasi tertentu.

1) Beberapa contoh pemberian yang bukan merupakan Gratifikasi adalah
sebagai berikut:
a.  Gaji dan pendapatan sah lainnya diterima Insan Kima dari Perusahaan;
b. Fasilitas, sarana dan prasarana penunjang dalam bekerja, termasuk
namun tidak terbatas pada pakaian, sepatu, perlengkapan kerja,

kendaraan dinas serta lainnya yang diberikan oleh Perusahaan kepada
Insan Kima.

C.  Diskon yang berlaku bagi masyarakat umum yang diberikan oleh
badan usaha, dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada rumah
makan, hotel, penyedia Jasa transportasi (tiket pesawat), di mana
pemilik badan usaha tersebut tidak mempunyai  hubungan
kerja/ kedinasan dengan Insan Kima yang bersangkutan.

d. Keuntungan dari Penempatan dana maupun pembelian saham yang
berlaku bagi masyarakat umum, yang diperoleh Insan Kima atas
penempatan dana pribadinya.

e. Penghasilan yang diperoleh dari usaha sah Insan Kima dan
Keluarganya.

f. Penghargaan yang diberikan karena pencapaian prestasi akademis
atau non akademis yang diperoleh Insan Kima di luar rangkaian
kegiatan ataupun hubungan dinas.

g. Kesempatan atau keuntungan termasuk suky bunga khusus atau
diskon komersial yang juga berlaku bagi masyarakat umum dan/atay
diperoleh karena adanya kerjasama resmi antara Pihak lain dengan
Perusahaan.

h.  Makanan dan/atau minuman yang dihidangkan dalam Jjamuan
makan, yang diperoleh sehubungan dengan keikutsertaan Insan Kima
dalam kegiatan resmi yang diadakan Pihak lain.
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. Pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang juga
berlaku bagi masyarakat umum atau diperoleh karena adanya
kerjasama resmi dengan Perusahaan.

J- Pemberian kepada Insan Kima yang didasarkan pada kontrak atau
perjanjian resmi antara Perusahaan dengan Pihak lain,

k. Keuntungan dari undian, program atau kontes yang dilakukan secara
terbuka kepada masyarakat umum yang diperoleh Insan Kima di luar
rangkaian kegiatan ataupun hubungan dinas Perusahaan.

l. - Pensiun atau keuntungan lainnya yang berasal dari partisipasi pada
Pihak lain secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan program
kesejahteraan Insan Kima.

m. Pemberian atau penerimaan makanan dan minuman dalam jumlah
besar dan/atau dalam bentuk jasa boga/catering yang berasal dari
dan kepada sesama Insan Kima.

n. Hadiah doorprize yang diperoleh Insan Kima dalam kegiatan, event
atau gathering yang diselenggarakan perusahaan.

0. Uang dan/atau setara uang, dalam hal ini termasuk tapi tidak
terbatas pada cek atau voucher, yang diberikan oleh Perusahaan
kepada Insan Kima sebagai honor karena telah menjadi pemateri/

pengajar untuk sesama Insan Kima dalam salah satu acara/event
yang bersifat pelatihan/training.

2) Perlakuan

Insan Kima dapat menerima dan menikmati tanpa diwajibkan membuat
laporan Gratifikasi.

4, Batasan Penerimaan, Pemberian dan Pemberian Atas Permintaan Dari
Pihak Lain

1. Batasan Penerimaan Gratifikasi

Insan Kima dilarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun, kecuali:
1. Hiburan (entertainment) yang masih dalam batas kewajaran dengan
memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:

a. Hiburan tersebut terpaksa diterima oleh Insan Kima karena
dikhawatirkan apabila dilakukan penolakan atas tawaran tersebut
akan mempengaruhi hubungan bisnis yang sudah terjalin dengan
baik antara Perusahaan dengan Pemberi.

b. Tidak mengganggu waktu kerja Insan Kima yang bersangkutan.

C. Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau
yang bersifat rahasia yang mengenai informasi internal dan/atau
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yang bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan
kepentingan.

d. Sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) orang Insan Kima.

2. Hadiah/cinderamata yang tertera logo/nama Pihak lain dan/atau Pemberi,

dengan batasan-batasan seluruhnya harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Hadiah/cinderamata yang bertuliskan logo/nama Pihak lain Pemberi
dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan
/program promosi Pihak lain dan/atau Pemberi,

b. Nilai hadiah/cinderamata dimaksud tidak melebihi nilai Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah).

¢. Hadiah/cinderamata tersebut bukan merupakan benda yang sifatnya
melanggar kesusilaan dan hukum.

. Hadiah/cinderamata yang tidak mencantumkan logo/nama Pihak lain

Pemberi, yang diberikan dalam suaty kegiatan/event/acara yang bersifat
resmi dan/atau dalam rangka promosi dan sponsorship di mana Insan Kima
yang bersangkutan hadir mewakili perusahaan. Penerimaan hadiah
/cinderamata ini harus dilaporkan kepada Atasan Langsung Insan

Kima yang bersangkutan sebelum dilaporkan kepada Tim Pengendali
Gratifikasi Kima.

. Apabila Insan Kima, khususnya Wajib Lapor Gratifikasi, tidak dapat

menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak lain dan/atau pada
situasi di mana pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang
dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan Wajib Lapor
Gratifikasi yang bersangkutan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka Wajib
Lapor Gratifikasi tersebut wajib segera melaporkannya kepada Atasan
Langsung sebelum dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi Kima.

- Pimpinan tertinggi setempat dan/atau Atasan Langsung wajib menjaga

informasi  mengenai  Gratifikasi tersebut secara terbatas dan wajib
melaporkannya kepada TPG setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi
atau  penolakan, penerimaan hadiah/cinderamata dan  hiburan
(entertainment) yang terjadi selama jangka waktu tersebut.

- Pimpinan  tertinggi setempat dan/atau Atasan Langsung  wajib

menyampaikan hadiah/cinderamata kepada TPG yang diperoleh dari hasil
penerimaan  Gratifikasi yang telah dilaporkan oleh para Wajib Lapor

Gratifikasi dalam lingkungan kerjanya sampai dengan adanya keputusan
peruntukkan hadiah/cinderamata tersebut.

- Khusus pemberian berbentuk uang dan/atau setara uang (dalam hal ini

termasuk tapi tidak terbatas pada cek, voucher, giro dan sebagainya) dalam
Jumlah berapapun wajib diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi Kima
untuk disimpan oleh Direktorat Keuangan Perusahaan.
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2. Batasan Pemberian Gratifikasi

Insan Kima DILARANG memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan
(entertainment) dalam bentuk apapun kepada Pihak lain, kecuali jika
memenuhi seluruh batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) tersebut
sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui
oleh pejabat sesuai dengan otorisasinya.

2. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan/entertainment tersebut
dimaksudkan untuk menunjang kepentingan Perusahaan dan tidak
bertujuan untuk menyuap Pihak lain supaya bersedia memberikan
sesuatu kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara
hukum,

3. Hadiah/cinderamata dan hiburan (entertainment) yang diberikan tidak
dalam bentuk uang dan/atau setara uang (termasuk tapi tidak terbatas
pada voucher, cek dan giro) kecuali dalam rangka pemberian dana
sponsorship  yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya.

4. Hadiah/cinderamata yang diberikan tidak berupa benda-benda yang
melanggar kesusilaan dan hukum.

5. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud nilainya tidak
melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kecuali dalam rangka
Promosi, sponsorship atau Customer Gathering yang dilengkapi dengan
dokumen pendukung lainnya.

6. Hadiah/cinderamata berupa barang wajib bertuliskan logo Perusahaan
yang melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang
dimaksud, di mana logo Perusahaan pada barang dimaksud bersifat
permanen dan tidak dapat dihilangkan.

7. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan (entertainment) tidak
dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak, dengan ketentuan

pemberian dimaksud maksimal dilakukan 1(satu) kali dalam kurun
waktu 1 (satu) tahun,

Apabila Wajib Lapor Gratifikasi melakukan pemberian hadiah/cinderamata
dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) sampai dengan 7
(tujuh) di atas wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap rencana pemberian  hadiah/cinderamata  dan hiburan
(entertainment) wajib  disampaikan kepada  Atasan Langsung
sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemberian
hadiah/cinderamata dalam suatu surat/memo izin prinsip.
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2. Atasan Langsung akan meneliti nilai dan sifat pemberian tersebut dan

Ségera memutuskan apakah pemberian tersebut  disetujui/tidak
disetujui dalam suatu surat/memo izin prinsip dan meneruskannya
kepada pimpinan tertinggi setempat untuk memperoleh persetujuan.

3. Pimpinan tertinggi setempat atau pejabat yang ditunjuk serta Atasan

Langsung wajib menjaga informasi tersebut secara terbatas dan harus
melaporkan kepada TPG setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk rekapitulasi
atas penolakan penerimaan hadiah/cinderamata dan  hiburan
(entertainment) yang terjadi selama jangka waktu tersebut.

3. Batasan Atas Pemberian Yang Berdasarkan Permintaan Pihak Lain

1.

PT KIMA (Persero)

Setiap  Insan  Kima apabila  diminta  untuk memberikan
hadiah /cinderamata dan hiburan (entertainment) hendaknya MENOLAK
secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai
kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan
kepada Peminta tersebut. Pemberian penjelasan ini dapat disampaikan
dengan bantuan dari Tim Pengendali Gratifikasi Kima yang sekaligus juga

merupakan salah satu bentuk sosialisasi atas kebijakan Gratifikasi
tersebut.

Apabila permintaan dimaksud mengarah kepada pemerasan dan/atau

pemaksaan yang dapat mempengaruhi kelancaran proses operasional
dan bisnis Perusahaan, Insan Kima, khususnya Waijib Lapor Gratifikasi
yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Atasan Langsung

dan mengisi Formulir Pelaporan Penyimpangan dan menyerahkannya
kepada Tim Pengendali Gratifikasi Kima.

- Atasan Langsung Insan Kima yang bersangkutan agar segera

mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan Tertinggi
Setempat untuk mendapatkan keputusan mengenai tindakan yang akan
diambil untuk menindak lanjuti  permintaan tersebut. Apabila
menghadapi keraguan dalam pengambilan keputusan, maka Pimpinan
Tertinggi Setempat melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yang
lebih tinggi di atasnya dengan tembusan kepada Tim Pengendali
Gratifikasi. Selain itu, apabila diperlukan, Atasan Langsung dapat
berkonsultasi dengan fungsi hukum korporat .
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4. Batasan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi Lainnya

Bila dalam kegiatan sehari-harinya Insan Kima menemukan atau menghadapi
suatu peristiwa yang menurut Insan Kima termasuk dalam tindakan yang
berpotensi suap dan/atau termasuk dalam kategori Gratifikasi baik
merupakan pemberian (baik inisiatif sendiri maupun  berdasarkan
permintaan) dan/atau penerimaan, tetapi belum diatur dalam Pedoman ini
maupun dalam Pedoman Tim Pengendali Gratifikasi Kima, maka Insan Kima
yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada Atasan Langsung dan Tim

Pengendali Gratifikasi Kima secara tertulis melalui nota dan/atau surat
elektronika.
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IMPLEMENTASI KEBLJAKAN GRATIFIKASI

A. Implementasi

Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui oleh seluruh Insan Kima dan

Pihak lain, maka ditugaskan kepada Insan Kima untuk melakukan hal-hal
sebagai berikut:

1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/cinderamata dan
hiburan (entertainment) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan
barang/jasa di lingkungan Kima, dengan merujuk pada Pedoman ini.

2. Fungsi Corporate Secretary Kima ditugaskan untuk secara terus menerus
memberikan informasi kepada seluruh Insan Kima, Pihak lain dan
pihak-pihak lainnya mengenai diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan
Kima.

3. Fungsi Logistik dan Fungsi Pemasaran & Penjualan masing-masing di
lingkungan Kima ditugaskan untuk menyampaikan Pedoman ini kepada
seluruh pihak terkait dalam mata rantai supply di lingkungan Kima, dalam hal
ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen,
distributor dan pelanggan serta stakeholder lainnya,

4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak mManapun yang
berkeinginan mengetahui isi Pedoman ini.

5. TPG ditugaskan memonitor Penerapan pedoman ini dan memberikan laporan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama mengenai

implementasinya termasuk laporan-laporan yang telah diterima terkait
dengan Gratifikasinya.
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B. Sanksi Atas Pelanggaran

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan Kima dengan kewajiban

— pelaporan mengikat kepada Wajib Lapor Gratifikasi, Pelanggaran terhadap

ketentuan Pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan

- dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Melakukan pelaporan Gratifikasi berarti telah melindungi diri sendiri dan
keluarga dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap.
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2.

Lampiran |

Form 1
Pelaporan Penerimaan Gratifikasi

Kepada

Sesuai dengan ketentuan Pemberian dan Gratifikasi PT Kawasan Industri Makassar (Persero),

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi sebagai
berikut :

Nama
Divisi
Jabatan

1. Gratifikasi yang diterima sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini :

| No | Tanggal | ©Bentuk Niiai T umlah ~ Pemberi | Ketera ngan
f Pemberian/Penerimaan Pemberian | Pemberian Hadiah

Catatan :
Apakah Penerimaan Gratifikasi dimaksud telah diketahui oleh atasan saudara ?
Ya / Tidak *
Pelapor
{ i nenenmccom sz ) O )

Tembusan :
(atasan langsung pelapor)
*) coret yang tidak perlu
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Lampiran Il

Form Il
Pelaporan Pemberian Gratifikasi

Kepada

Sesuai dengan ketentuan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi PT Kawasan Industri

Makassar (Persero), saya yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan laporan
pemberian gratifikasi sebagai berikut :

Nama
Divisi
Jabatan

1. Sebutkan Keterangan mengenai Gratifikasi yang diberikan sebagaimana
tercantum dalam Tabel di bawah ini :

Pemberian/Penerimaan  Pemberian Pemberian Hadiah

Apakah Pemberian Gratifikasi dimaksud telah diketahui oleh atasan saudara ?

Ya / Tidak *

................ } seesercnmsensemannsna

Atasan Langsung Pelapor

Atasan Langsung Pelapor

*) coret yang tidak perlu
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